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LAMPIRAN

Syarat & Ketentuan Perjanjian Kredit

1. Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam Pasal-pasal yang bersangkutan, rstilah atau

kata yang diawali dengan huruf besar yang digunakan di dalam Perjanjian Kredit akan memiliki artl

sebagai berikut:

a. Agunan adalah agunan atas kredit yang diserahkan oleh DEBITUR kepada BANK, berupa tanah
dan Rumah, atau unit Rumah Susun milik DEBITUR yang diikat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung keyakinan BANK atas kemampuan

DEBITUR untuk melunasi utangnya sesuai Perjanjian Kredit atau agunan lain yang diminta oleh

BANK sebagai tambahan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Syarat & Ketentuan Perjanjian
Kredit.

b. Akad Kredit adalah pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kredit dan/atau akta-akta lainnya.

c. Angsuran adalah sejumlah uang untuk pembayaran pokok kredit ditambah bunga yang wajib

dibayar secara bulanan oleh DEBITUR sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit.

d. Bunga adalah pendapatan yang diterima BANK secara berkala atas penggunaan Kredit oleh
DEBITUR, sesuai yang disepakati dalam Perjanjian Kredit.

e, Bunga Pendahuluan adalah kewajiban bunga yang dibebankan kepada debitur yang

diperhitungkan sejak tanggal akad kredit sampai dengan akhir bulan pelaksanaan akad kredit

tersebut.

f. Cessie adalah peralihan piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

g. Denda adalah sejumlah uang sebagai sanksi atas adanya tunggakan angsuran, yang dinyatakan
dan diperhitungkan dalam prosentase atau jumlah terlentu atas jumlah tunggakan angsuran.

h. Hari Kerja adalah hari diselenggarakannya kliring oleh Bank lndonesia dan kegiatan layanan jasa

bank lainnya yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari

libur nasional dan atau had yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bank lndonesia.

Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran adalah tanggal DEBITUR berkewajiban membayar

angsuran untuk bulan sebelumnya,

Kredit adalah uang dan/atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang diberikan oleh

BANK kepada DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit.

Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi/Rumah Susun atau "KPR/KP Rusun Bersubsidi", adalah
kredit pemilikan rumah dan/atau Rumah Susun yang mendapatkan bantuan dan/atau kemudahan
perolehan rumah dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh BANK.

l. Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau .MBR" adalah masyarakat yang mempunyai
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh
rumah;

Pelunasan Dipercepat adalah pembayaran lunas jumlah utang sebelum berakhirnya jangka

waktu kredit.

Pembayaran Ekstra adalah pembayaran hutang DEBITUR di luar pembayaran angsuran tetap
dengan maksud untuk mengurangi sisa jumlah pokok kredit diluar jumlah dan jadwal yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.

k.
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o. PeniuallPengembang adalah orang atau Badan Hukum atau badan lainnya yang mprbangun

dan/atau menjual Rumah yang menjadi obyek Kredit dan/ atau Agunan berdasarkan',feqanjian

Kredit. \"
p, Perjanjian Kredit adalah perjanjian kredit ini (termasuk Syarat & Ketentuan yang terlamlir.di-

dalamnya) yang ditandatangani antara BANK dan DEBITUR atas pemberian kredit oleh BANK

kepada DEBITUR, dengan persyaratan yang telah diperyanjikan, yang mewajibkan DEBITUR

untuk melunasi kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-

biaya yang disepakati,

q. Plafond Kredit adalah jumlah maksimal kredit yang diberikan oleh SANK kepada DEBITUR,

r. Service charge adalah sejumlah uang yang dikenakan kepada debitur yang telah lunas kreditnya

dan dokumen pokok telah lengkap pada BANK namun debitur belum / tidak melakukan

pengambilan dokumen tersebut dalam jangka waKu yang telah ditentukan BANK

s. Provisi adalah pendapatan yang diterima BANK atas persetujuan pemberian kredit sesuai yang

disepakati dalam Perjanjian Kredit.

t, Realisasi Kredit adalah tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit yang selanjutnya dapat

dilaksanakan penarikan pokok kredit dengan cara pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk

oleh DEBITUR

u. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana

pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

v, Periode Tahunan Kredit adalah suatu jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan yang terhitung

mulaitanggal Realisasi Kredit atau sejak tanggal dilakukan perhitungan kembali (rekalkulasi).

w. Suku Bunga Fixed adalah suku bunga yang besarnya selalu tetap (fixed) selama jangka waktu

kredit.

x. Sistem Perhitungan Bunga Anuitas adalah bunga yang diperhitungkan secara tahunan yang

dibebankan setiap bulan sejak bulan realisasi kredit, dimana pada tahun pertama diperhitungkan

dari plafond kredit yang tercantum dalam Perjanjian Kredit sedangkan bunga untuk tahun-tahun

selanjutnya diperhitungkan dari sisa pokok kredit pada akhir bulan realisasi kredit tahun

berikutnya.

y. Tagihan adalah suatu utang yang telah jatuh tempo.

z. Tunggakan Angsuran adalah Angsuran yang telah jatuh tempo, tetapi sampai tanggal yang

ditetapkan oleh BANK belum dibayar oleh DEBITUR.

aa. Utang adalah sejumlah kewajiban keuangan DEBITUR kepada BANK yang timbul dari dan

berdasarkan Perlanjian Kredit, termasuk didalamnya jumlah pokok kredit yang terhutang, bunga,

kewajiban pembayaran denda serta biaya-biaya lain yang terlebih dahulu dikeluarkan oleh BANK

untuk dan dalam rangka pengurusan utang DEBITUR termasuk antara lain premi asuransi yang

harus ditutup, biaya pengikatan agunan, serta biaya dalam rangka penagihan kembali jumlah

utang.

Dalam Perjanjian ini, kecuali bila konteksnya menentukan lain:

a. judul pada pasal atau bagan dan lampiran (bila ada) pada Perjanjian Kredit inidi

b. sisipkan untuk tujuan kemudahan rujukan dan tidak akan dipergunakan untuk mengartikan atau 
-

menafsirkan ketehtuan apapun dalam Perjanjian Kredit ini; t
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f.

Perjanjian Kredit ini sendiri atau instrumen lain mencakup setiap lampiran, tambahanrdan bagian
yang terlampir di dalamnya, perubahan, pembaharuan, perluasan, atau variasi atau penggantian

salah satu dari mereka;

penggunaan kata-kata yang menunjukkan bentuk tunggal mencakup pula bentuk jamaknya begitu

pula sebaliknya;

penggunaan kata-kata 'termasuk' alau'mencakup' (alau istilah lain dengan makna serupa) tidak

dapat ditafsirkan sebagai menyiratkan batasan dan kata-kata umum yang diungkapkan dengan

istilah "lainnya" (atau istilah lain dengan makna serupa) tidak dimaksudkan pula untuk
memberikan arti yang membatasi, dengan alasan bahwa kata-kata tersebut didahului oleh kata-

kata yang menunjukkan suatu bentuk tindakan, persoalan atau permasalahan tertentu;

penggunaan kala'hari'dalam konteks periode waktu akan mengacu pada hari kalender dan
perhitungan jam dalam satu hari (24 1an) mengacu pada waktu yang berlaku di Jakarta,
lndonesia.

Penggunaan kredit sebagaimana dimaksud pada Bagian I huruf c dari Perjanjian Kredit ini merupakan
jenis kredit sebagaimana tercantum pada Bagian I huruf b dari Perjanjian Kredit,

Terhitung sejak Realisasi Kredit, DEBITUR mengaku telah menarik dan menggunakan jumlah pokok

kredit untuk keperluan pembiayaan sebagaimana tercantum pada Bagian I huruf c dari Peryanjian

Kredit. Dengan demikian sejak Realisasi Kredit DEBITUR wajib untuk memenuhi kewajiban-kewajiban

atas krediinya sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani.

3. Pencairan kredit dilakukan dengan cara pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan BANK, ke

rekening yang ditentukan oleh DEBITUR.

1 . Jangka waktu kredit adalah sebagaimana tercantum pada Bagian I huruf d dari Perjanjian Kredit.

2. Jatuh Tempo Kredit sebagaimana tercantum pada Bagian I huruf e dari Perjanjian Kredit, tidak dengan
sendirinya menyebabkan kredit lunas,

DEBITUR bersedia dan setuju untuk membayar provisi sebagaimana yang ditentukan Bagian I huruf f
dad Perjanjian Kredit selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit.

DEBITUR bersedia dan setuju untuk membayar bunga kepada BANK dengan suku bunga

sebagaimana tercantum pada Bagian I huruf g dari Perjanjian Kredit.

DEBITUR memahami dan menyetujui bahwa:

a. sistem perhitungan bunga sebagaimana tercantum pada Bagian I huruf h dari Perjanjian Kredit,

diperhitungkan sejak had berikutnya setelah tanggal Realisasi Kredit sampai dengan tanggal

dilunasinya kredit tersebut;

b. sejak hari berikut dari tanggal Realisasi Kredit sampai dengan akhir bulan realisasi tahun
berikutnya, bunga tahun pertama diperhitungkan atas dasar jumlah pokok kredit. Bunga tahun-
tahun selanjutnya diperhitungkan atas dasar sisa pokok kredit pada periode tahunan kredit.

c.

d.

A

1.

2.

1.

2.
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3.

4.

5,

1. DEBITUR bersedia dan setuju untuk melakukan pembayaran secara angsuran ke'Rekening
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada bagian I huruf m sampai dengan seluruh utang DEBITUR
lunas.

2. DEBITUR wajib melakukan pembayaran angsuran dengan ketentuan sebagai berikut:

a, Bunga pendahuluan dan angsuran pertama wajib disetor oleh DEBITUR ke Rekening Pembayaran

sebagaimana ditentukan pada Bagian I huruf m selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah
pelaksanaan akad kredit dan akan dipotong pada tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
sebagaimana ditentukan pada Bagian lhuruf jdari Peqanjian Kredit pada bulan kedua setelah akad

kredit.

b. Angsuran kedua dan seterusnya harus dilunasi selambat-lambatnya sebagaimana ditentukan pada

Bagian I huruf j dari Perjanjian Kredit.

DEBITUR bersedia dan setuju untuk menjamin keberadaan dan kecukupan saldo Rekening

Pembayaran agar memenuhi jumlah kewajiban Kredit,

Setiap pembayaran yang diterima oleh BANK dari DEBITUR atas kewajiban kredit diperhitungkan atau

dibukukan oleh BANK kedalam rekening pinjaman DEBITUR.

BANK tidak diwajibkan untuk mengirimkan surat-surat tagihan kepada DEBITUR, sehingga dengan
atau tanpa adanya surat tagihan, DEBITUR setuju dan berjanji untuk memenuhi pembayaran

ar JSuran.

DEBITUR setuju dan berjanji untuk menyimpan dengan baik dan tertib semua bukti pembayaran

yang berhubungan dengan pembayaran kewa.liban kreditnya dan wajib untuk memperlihatkan kepada

BANK, apabila diminta oleh BANK.

Dalam hal DEBITUR merasa bahwa pembukuan/pencatatan BANK atas kewajiban dan pembayaran

yang telah dilakukan tidak benar, maka DEBITUR berhak unluk mengajukan keberatan I klaim kepada
BANK dengan disertai bukti-bukti pembayaran yang sah, Namun bila DEBITUR tidak dapat
menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah, maka yang dianggap benar adalah catatan
pembukuan BANK.

Sepanjang mengenai kewajiban-kewajiban pembayaran DEBITUR kepada BANK yang timbul dari

Perjanjian Kredit, maka DEBITUR dengan ini memberikan, mengakui dan menyetujui pemberian
kuasa dan wewenang kepada BANK untuk meminta dan menerima bagian dari ga.li dan atau
penerimaan lainnya yang menjadi hak DEBITUR dari pejabat yang berwenang membayarkan gaji dan

atau penerimaan lainnya dari Instansi/Kantor dimana DEBITUR bekerja untuk pembayaran

angsuran/utang DEBITUR kepada BANK mendahului kewajiban DEBITUR kepada pihak lain.

Ketentuan seperti dimaksud pada ayat (8) Pasal ini tidak mengurangi pertanggungjawaban pribadi

DEBITUR atas kewajiban-kewajiban pembayaran kepada BANK yang timbul dari Perjanjian Kredit,

sehingga bagaimanapun BANK berhak untuk apabila menganggap perlu, melakukan penagihan

langsung kepada DEBITU R atas kewajiban-kewajiban pem baya ran terse but.

1. Kewajiban Angsuran yang tidak dilunasi selambat-lambatnya sebagaimana tercantum pada Bagian I

huruf j dari Perjanjian Kredit sebagai akibat tidak adalkurangnya dana yang tersedia pada rekening
DEBITUR, merupakan Tunggakan Angsuran,

2. Atas Tunggakan Angsuran sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal ini dikenakan denda sebesar
prosentase yang tercanfum pada Bagian I huruf k dari Perjanjian Kredit atas angsuran yang

tertunggak, yang dipefiitungkan sejak tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran sebagaimana

7.
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2.

J.

tercantum pada Bagian I huruf j dari Perjanjian Kredit sampai saat dimana seluruh Tunggakan
Angsuran dilunasi oleh DEBITUR.

1. Menyimpang dari jumlah dan jadwal pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6
Syarat & Ketentuan Perjanjian Kredit ini, DEBITUR dapat melakukan Pembayaran Ekstra atau
Pelunasan Dipercepat;

Untuk dapat melakukan Pembayaran Ekstra, DEBITUR wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Mengajukan permohonan tertulis kepada BANK.

b. Pembayaran Ekstra sekurang-kurangnya sebesar 5 (lima) kali angsuran sekaligus,

c. Tidak memiliki Tunggakan Angsuran dan Denda.

d, Pembayaran Ekstra dilakukan maksimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Pembayaran Ekstra sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini langsung diprioritaskan untuk
pembayaran Pokok Kredit.

4. Apabila DEB|TUR dalam periode tahun kiedit melakukan Pembayaran Ekstra, maka pada akhir bulan
dimana Pembayaran Ekstra dilakukan bunga akan diperhitungkan kembali (rekalkulasi) dan efektif
untuk jatuh tempo tagihan 2 (dua) bulan berikutnya,

Atas Pembayaran Ekstra sebagaimana ayat (2) Pasal ini, maka akhir bulan perhitungan kembali
adalah akhir bulan dimana dilakukan Pembayaran Ekstra.

DEBITUR bersedia dan setuju untuk dikenakan biaya penalti atas Pelunasan Dipercepat dan
Pembayaran Ekstra sesuai dengan ketentuan Bank sebagaimana tercantum pada dalam Bagian I

huruf I Perjanjian Kredit ini.

Untuk dapat melakukan Pelunasan dipeicepat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini DEBITUR
wajib mengajukan permohonan teftulis kepada BANK.

Tenggang waktu antara suatu Pembayaran Ekstra dengan Pembayaran Ekstra berikutnya adalah 12
(dua belas) bulan

1. Guna menjamin pembayaran kembali pokok kredit, bunga kredit, denda dan pembayaran lainnya
dalam rangka pelunasan kredit, DEBITUR bersedia dan setuju untuk menyerahkan Agunan
sebagaimana yang tercantum pada Bagian I huruf n dari Perjanjian Kredit yang terletak sebagaimana
tercantum pada Bagian I huruf o dari Perjanjian Kredit serta menyerahkan bukti-bukti kepemilikan
Agunan yang asli dan sah sebagaimana tercantum pada Bagian I huruf p dari Perjanjian Kredit untuk
diikat sebagai jaminan kebendaan untuk kepentingan BANK sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku

2, , DEBITUR bersedia dan setuju untuk memberikan bantuan sepenuhnya guna memungkinkan BANK
melaksanakan pengikatan Agunan menurut cara dan pada saat yang dianggap baik oleh BANK dan
selanjutnya semua suratldokumennya dikuasai oleh BANK sampai seluruh jumlah kredit dilunasi.

3. DEBITUR bersedia dan setuju untuk menanggung pembayaran Seluruh biaya yang diperlukan dalam
pengikatan Agunan termasuk di dalamnya biaya-biaya notaris, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)
pungutan-pungutan Pemerintah seperti bea materai, dan bea pendaftaran/pencatalan di Kantor
Pertanahan dan lain sebagainya. Dalam hal BANK telah membayarkannya terlebih dahulu, seketika t
setelah menerima penagihan pertama dari BANK, DEBITUR bersedia dan setuju untuk langsung dan
dengan sekaligus lunas membayarkan kembali kepada BANK biaya-biaya yang telah dibayarkan
terlebih dahulu oleh BANK tersebut.

5.

h

7.
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4. DEBTTUR bersedia dan setuju untuk memberikan keterangan-keterangan secara benar atas

pertanyaan-pertanyaan pihak BANK dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan Agunan.

BANK wajib mengembalikan bukti-bukti kepemilikan Agunan tersebut di atas kepada DEBITUR bila

kredit telah dinyatakan lunas oleh BANK sepanjang pihak Penjual/Pengembang telah menyerahkan

bukti-bukti kepemilikan dimaksud kepada BANK.

Dalam hal terjadi selisih antara luas tanah yang telah disepakati DEBITUR dan Penjual/Pengembang

dengan luas tanah yang terdapat dalam Sertifikat, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung

jawab Penjual/Pengembang.

Dalam hal BANK mengambil tindakan ataupun mengambil upaya pengamanan karena adanya cacat

dan kekurangan serta masalah yang timbul atas keadaan dari status Agunan dan dokumen-dokumen

tersebut, maka hal ini adalah semata-mata sebagai sebagai tindakan BANK dalam rangka

mengamankan jumlah kredit yang diberikan dan/atau mengamankan Agunan yang bersangkutan,

1. Selama jangka waktu kredit atau utang belum dilunasi, DEBITUR bersedia dan setuju untuk

mengadakan pertanggungan asuransi atas DEBITUR dan obyek Agunan sebagaimana diatur di dalam

Syarat & Ketentuan Perjanlian Kredit ini, Premi asuransi menjadi beban DEBITUR sendiri dengan

mencantumkan klausula bankels clause, dimana Bank adalah penerima ganti rugi atas peristiwa yang

terjadi atas obyek pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian asuransi (polis), termasuk

namun tidak terbatas pada nilai dan jenis risiko jiwa, risiko kerugian, risiko kebakaran se(a
perluasannya (tanah longsor, gempa bumi, banjir).

2, BANK bennrenang untuk mendapatkan penutupan asuransi yang dianggap cukup oleh BANK, oleh dan

atas nama DEBITUR atas setiap dan/atau seluruh harta DEBITUR yang dijadikan Agunan kepada

BANK, dengan biaya sepenuhnya menjadi beban DEBITUR. Tetapi adanya wewenang demikian ini

dipihak BANK, tidak menyebabkan BANK memikul tanggung jawab terhadap DEBITUR untuk

penutupan asuransi tersebut atau untuk cukupnya jumlah pertanggungan.

3, Kewajiban penutupan asuransi atas harta yang diagunkan kepada BANK berlaku untuk selama jangka

waktu kredit atau selama jumlah seluruh hutang belum dilunasi. Dengan demikian setiap saat jangka

waktu pertanggungan berakhir, DEBITUR wajib memperpanjang jangka waktu pertanggungan

sepenuhnya atas biaya DEBITUR. Apabila pada saatnya DEBITUR lalai untuk

memperpanjang/melakukan penutupan pertanggungan lanjutan ataupun lalai untuk membayar biaya

dan premi penutupan lanjutannya, maka BANK berdasarkan ketentuan dalam ayal (2) Pasal ini

berwenang tetapitidak diwajibkan untuk meminta penutupan perpanjanganlpertanggungan lanjutan.

4. DEBITUR bersedia dan setuju untuk tidak akan melakukan penutupan asuransi tambahan atas harta

yang diagunkan kepada BANK yang mengakibatkan berkurangnya nilai hak klaim yang akan

dibayarkan kepada BANK. Apabila karena sebab apapun asuransi tambahan telah diadakan, maka

hak klaim atas asuransi tambahan wajib dialihkan (cessie) kepada BANK, kecuali apabila dengan

adanya asuransi tambahan tidak akan mengakibatkan pengurangan atas pembayaran klaim kepada

BANK.

5. DEBITUR bersedia dan setuju untuk melaksanakan hak-hak klaimnya secara tepat dan penuh serta

wajib memberitahukan kepada BANK perkembangannya untuk memungkinkan BANK mengetahui

sepenuhnya kerugian yang diminta dan satuan atas klaim sesuai hak klaimnya.

6. Dalam hal sebagaimana disebutkan pada ayat (3) pasal ini yang mengakibatkan agunan tersebut sejak

saat itu tidak terjamin atau tidak tertutup dengan asuransi kemudian terjadi kebakaran dan atau

perluasannya (tanah longsor, gempa bumi, banjir dan lain-lain) yang menyebabkan kerugian atas

agunan kredit, maka DEBITUR bertanggung jawab sepenuhnya untuk segera memperbaiki kembali

Agunan dengan biaya sendiri, mengganti agunan kredit dan/atau mengubah nilai agunan kredit,

6,
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7.

B.

disamping itu DEBITUR te'lap bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kewajibannya' sebagai
DEBITUR

Dalam hal terjadi kerugian atas Agunan yang dijadikan Agunan kredit kepada BANK :tau terjadi
peristiwa meninggalnya DEBITUR dan kemudian dibayarkan hak klaim asuransinya melalui BANK,
maka BANK berhak untuk memperhitungkan hasil klaim tersebut dengan utang DEBITUR.

Pembayaran terhadap klaim asuransi atas ter.jadinya risiko yang diasuransikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)pasal ini, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari perusahaan asuransi,
Kegagalan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi bukanlah tanggung jawab dari BANK,

2.

DEBITUR bersedia dan setuju untuk segera menempati Rumah dan Tanah atau Unit Rumah Susun
yang dijadikan agunan kredit sepanjang dan selama DEBITUR memenuhi dengan baik semua
kewajiban-kewajrba n be rdasa rka n Pe rja nj ian Kred it.

Hunian segera oleh DEBITUR atas Agunan sebagaimana tersebut pada ayat ('l)Pasal ini merupakan
syarat mutlak pemberian kredil sehingga apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah peryanjian

kredit ditandatangani oleh DEBITUR dan BANK. namun DEBITUR tetap belum menghuni Agunan
tersebut, maka DEBITUR telah melakukan cidera janji dan BANK berhak untuk melakukan tindakan
sesuai dengan Syarat & Ketentuan Pe,,anlran Kredit ini.

Demikian juga setelah DEBITUR menghuni Agunan tersebut pada ayat 1 (satu) Pasal ini, maka
DEBITUR berjanji untuk tidak membiarkan Agunan dalam keadaan kosong selama lebih dari 60
(enam puluh) hari sejak Agunan yang bersangkutan ditinggalkan tanpa penghuni.

DEBITUR setuju dan berjanji dengan sungguh-sungguh kepada Bank untuk :

a. menempati Agunan tersebut secara layak;

b. memelihara dengan baik atas biaya sendiri;

c. memperbaiki atas beban sendiri segala kerusakan yang terjadi atas Agunan tersebut;

d. membayar berbagai kewajiban atas berbagai fasilitas atau jasa yang diberikan pihak lain seperti
antara lain langganan listrik, langganan air bersih, dan sebagainya secara tertib dan teratur;

e. membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak, retribusi maupun pungutan-pungutan lain dari
instansi benvenang yang lazim dikenakan terhadap pemilik Agunan secara tepat dan teratur;

f. memperpanjang jangka waktu hak atas tanah yang diagunkan kepada BANK terhitung 2 (dua)

tahun sebelum berakhirnya jangka uraktu hak tersebut.

5. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, DEBITUR dilarang untuk:

a. Mengubah bentuk atau konstruksi Agunan yang mengakibatkan berkurangnya nilaiAgunan;

b. Membebani lagi agunan dengan Hak Tanggungan atau dengan sesuatu jenis pembebanan lain

apapun juga untuk keuntungan pihak lain kecuali BANK;

c. Menyewakan, menjual atau mengijinkan penempatan atau penggunaan maupun menguasakan
Agunan kepada pihak lain;

d. Mengalihkan Agunan kepada pihak lain;

e. Menjaminkan hak penerimaan uang sewa atas Agunan tersebut;

f. Menerima uang muka atau sesuatu pembayaran lainnya atau pembayaran

lainnya atas Agunan kepada pihak lain.

3,

4.

bentuk p.ngumrrn t
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6. Selain ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, DEBITURbersedia dan
setuju untuk melaksanakan semua ketentuan selaku penerima bantuan dan/atau kemudahan untuk
memperoleh rumah dari Pemerintah (subsidi atau sejenisnya) sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

1. Tindakan DEBITUR yang mengakibatkan DEBITUR DINYATAKAN WANPRESTASI, adalah sebagai
berikut:

a. DEBITUR tidak membayar angsuran dan/ atau bila jumlah angsuran yang dibayarnya kurang dari
jumlah yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dan/ atau bila tidak melunasi kewajiban angsuran
menurut batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 6 Syarat & Ketentuan Perjanjian Kredit ini danl
afau melakukan secara berulang-ulang melakukan pembayaran angsuran secara tidak teratur.

b, DEBITUR melakukan penunggakan atas kewajiban,

c. DEBITUR tidak memenuhi dengan baik kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-
ketentuan di dalam perjanjian kredit,

d. DEBITUR membuat atau menyebabkan atau menyetujui dilakukan atau membiarkan dilakukan
suatu tindakan yang membahayakan atau dapat membahayakan, mengurangi nilai atau
meniadakan Agunan atas kredit yang telah diterima.

e. DEBITUR tidak memperpanjang jangka waktu hak atas tanah yang diagunkan kepada BANK,
terhitung 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak tersebut.

f. Keterangan yang diberikan atau hal-hal yang disampaikan atau agunan yang dibuat oleh DEBITUR
kepada BANK terbukti paisu atau menyesatkan atau tidak lengkap dalam segala segi atau
DEBITUR lalai atau gagal untuk memberikan keterangan yang sesungguhnya dan menyeluruh
kepada BANK.

g. DEBITUR gagal dalam memenuhi atau DEBITUR bedndak ber:tentangan dengan suatu peraturan
perundangan yang berlaku yang mempunyai akibat penting terhadap atau mempengaruhi
hubungan kerjanya dengan Kantor tempat bekerla.

h. DEBITUR melanggar ketentuan-ketentuan dan atau tidak melaksanakan janji dan kesanggupannya
di dalam Peryanjian Kredit dan Syarat & Ketentuan Perjanjian Kredit,

2. Apabila DEBITUR wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, DEBITUR mengakui dan
menyetujui hak dari BANK sebagai berikut:

a, Menghubungi Debitur dan/atau pihak lain yang terkaii menurut pertimbangan Bank dengan melalui
media komunikasi maupun tata cara yang ditetapkan oleh Bank dengan tetap memperhatikan
ketentuan yang berlaku.

b. memberikan peringatan dalam bentuk pernyataan lalai/wanprestasi berupa surat atau akta lain
yang sejenis yang diberitahukan kepada DEBITUR melalui sarana apapun sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

3. Apabila DEBITUR wanprestasi dan berdasarkan hasil penilai independen segala sesuatu yang

tersebut pada Pasal 9 ayat (1) Syarat & Ketentuan Perjanjian Kredit ini tidak lagi mencukupi untuk
dijadikan Agunan, maka atas permintaan BANK, DEBITUR bersedia dan setuju untuk:

a. membayar kepada BANK sejumlah uang untuk menutupi kekurangan Agunan kredit tersebut.

b. menambah barang-barang/benda-benda tertentu lainnya untuk diikat sebagaijaminan tambahan. t
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4.

c, menunjuk dan menghadirkan pihak ketiga untuk ikut menjamin pelunasan utang DEBITUR
(Borgtachtljaminan perorangan). Pengikatan jaminan perorangan seperti dimaksud Ekan dibuat
perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perlanjian Kredit.

Dalam hal Debitur berdasarkan hasil penilaian Pemerintah tidak melaksanakan ketentuan pada Pasal

11 sehingga DEBITUR dinyatakan oleh Pemerintah tidak layak menerima subsidi bantuan dan/atau

kemudahan perolehan rumah dari Pemerintah, maka DEBITUR wajib untuk mengembalikan seluruh
kemudahan dan/atau bantuan yang telah diterima dan:

a. melunasi seketika KPR BTN Bersubsidi;

b. mengkonversi KPR BTN Subsidi menjadi KPR BTN Non Subsidi sesuai dengan bunga kredit yang

berlaku pada BANK, menanggung biaya asuransi dan biaya-biaya yang timbul akibat penghentian

KPR Bersubsidi; atau

c. mengalihkan kepemilikan rumah KPR BTN Bersubsidi kepada pihak yang diberikan kewenangan

Pemerintah mengambil kepemilikan rumah KPR BTN Bersubsidi;

Selama DEBITUR belum melunasi seluruh utangnya yang timbul dari Perjanjian Kredit, maka BANK
berhak setiap saat yang dianggap layak oieh BANK, melakukan pemeriksaan dan meminta
keterangan-keteran gan setempat yan g d iperl u ka n

5.

1. Selama DEBITUR belum melunasi seluruh utangnya yang timbul dari Perjanjian Kredit ini, DEBITUR
memberikan izin dan persetujuannya kepada BANK untuk setiap saat yang dianggap layak oleh
BAr'.1K, melakr, ,an pemeriksaan terhadap Agunan dan meminta keterangan-keterangan setempat yang

dipedukan,

Dalam hal BANK memerlukan keterangan dari pihak lain yang terkait dengan Agunan DEBITUR, maka

DEBITUR berjanji dan setuju untuk memberikan kewenangan kepada BANK untuk mendapatkan
keterangan dari pihak lain tersebut.

4. DEBITUR mengakui dan menyetujui bahwa tindakan-tindakan BANK seperti dimaksud ayat (2) dan*
ayat (3) Pasal ini, bukan merupakan tindakan pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan
serta bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

3. Apabila DEBITUR wanprestasi seperti dimaksud dalam Pasal 12 ayal (1) Syarat & Ketentuan

Peryanjian Kredit ini, DEBITUR memberikan izin dan persetujuannya kepada BANK untuk setiap
saat melakukan tindakan terhadap obyek yang menjadiAgunan yaitu:

a. memasuki lingkungan dan pekarangan menjadi Obyek Agunan;

b, melakukan tindakan sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 12 ayat (2) Syarat & Ketentuan
Perjanjian Kredit ini;

c. melakukan pemeriksaan atas keadaan Agunan dengan teliti dan secara keseluruhan serta

mendapatkan keterangan secara langsung ataupun tidak langsung dari DEBITUR dan atau para

penghuni lainnya dari Agunan tersebut atau dari pihak manapun mengenai hal-hal yang perlu

diketahui oleh pihak BANK;

d. memasang tanda peringatan (berupa penyemprotan, papan, plank, stiker atau media lain yang

dianggap lazim) pada obyek yang dijadikan Agunan;

e. menyampaikan teguran lisan maupun secara tertulis yang harus segera ditaati/dilakukan oleh

DEBITUR, apabila DEBITUR tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum
dalam pasal ini.
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5.

6.

DEBITUR berjanji dan setuju untuk tidak akan merusak, menghalang-halangi, atau rnenghambat

pelaksanaan, berkenaan tindakan BANK seperti dimaksud ayal(2) dan ayat (3) Pasal ini

DEBITUR berjanji dan setuju untuk memberikan keterangan-keterangan secara b6nar atas

pertanyaan-pertanyaan BANK dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan Agunan.

DEBITUR berjanji dan setuju untuk menandatangani surat persetujuan terpisah kepada BANK untuk

melakukan tindakantindakan sebagaimana yang diatur di dalam Ayat (3) Pasal ini.

Pilihan atas Rumah dan Tanah atau unit Rumah Susun yang akan dibeli dengan kredit BANK,

sepenuhnya adalah keputusan dan menjaditanggung jawab DEBITUR sendiri sebagai pembeli.

Dengan demikian apabila kemudian diketahui atau timbul cacat, kekurangan atau keadaan apapun
yang menyangkut Rumah dan Tanah unit Rumah Susun adalah sepenuhnya menjadi risiko dan

tanggung jawab DEBITUR sendiri.

DEBITUR memahami dan mengakui bahwa BANK tidak dapat dikaitkan ataupun diminta tanggung
jawab mengenai hal tersebut, demikian juga adanya cacai kekurangan atau masalah yang timbul tidak

dapat dijadikan alasan untuk mengingkari, melalaikan atau menunda pelaksanaan kewajiban

DEBITUR sesuai Peryanjian Kredit, termasuk antara lain membayar angsuran dan sebagainya.

BANK tidak bertanggung jawab terhadap perolehan danl atau penyelesaiaan suratldokumen atas

Rumah dan Tanah unit Rumah Susun yang dibeli dengan kredit BANK, termasuk tapi tidak terbatas
pada sertipikat hak atas tanah, lMB, dan/ atau dokumen-dokumen yang terkait dengannya,

Penyelesaian terhadap suraUdokumen tersebut merupakan tanggung jawab PenjuallPengembang.

Dalam hal BANK mengambil tindakan aiaupun mengambil upaya pengamanan karena adanya cacat

dan kekurangan sefta masalah yang timbul atas keadaan dari status Agunan dan dokumen-dokumen

tersebut, maka hal ini adalah semata-mata sebagai sebagai tindakan BANK dalam rangka

mengamankan jumlah kredit yang diberikan dan/atau mengamankan agunan yang bersangkutan.

DEBITUR mengakui dan menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada BANK untuk dan

atas nama Df BITUR membayarkan sejumlah uang yang diperoleh dari Kredit kepada

PenjuallPengembang untuk pembayaran lunas harga Rumah dan Tanah unit Rumah Susun sesuai

tujuan penggunaan Kredit,

Sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dan dimuat pada ayat (1) dan ayal \2) pasal ini, maka

masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian / jual beli Rumah dan Tanah jual beli mana

sebagian dibiayai dengan kredit BANK, sepefti adanya klaim atau keluhan atau tidak terpenuhinya

kewajiban salah satu pihak, atau ketedambatan penyelesaian sertipikat hak atas tanah atau seilifikat

hak atas satuan rumah susun dan sebagainya, semata-mata adalah masalah dan tanggung jawab
pihak-pihak dalam perjanjian / jual belitersebut

Perjanjian Kredit berlaku sejak ditandatangani oleh BANK dan DEBITUR, sehingga tanggal
pembayaran oleh BANK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini tidak mempunyai pengaruh

apapun atas hak dan kewajiban pihak DEBITUR di dalam Perjanjian Kredit.

1. Dalam hal DEBITUR tidak membayar kewajiban Angsuran sebagaimana dimaksud

Syarat & Ketentuan Per.lanjian Kredit ini, BANK berhak melakukan Penagihan

ketentuan Bank.

2. Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasalinimeliputiantara lain:

7.

2.

?

5.

n

pada Pasal 6

sesuai dengan
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4.

5.

a. Menghubungi Debitur dan/atau pihak lain yang terkait menurut pertimbangan Bank dengan melalui

media komunikasi maupun tata cara yang ditetapkan oleh Bank dengan letap memperhatikan

ketentuan yang berlaku.

b. Memberikan peringatan dalam bentuk pernyataan lalai/wanprestasi berupa surat atau akta lain

yang sejenis yang diberitahukan kepada DEBITUR melalui sarana apapun sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

c. Menghubungi dan mendatangi tempat DEBITUR baik alamat Agunan BANK, alamat Tempat

Tinggal, Alamat Kantor, maupun alamat pihak-pihak lain yang memiliki hubungan dengan
DEBITUR.

BANK berhak mengakhiri Perjanjian Kredit sebelum berakhirnya jangka waktu kredit
sebagaimana yang ditentukan dalam Bagian I huruf d dan dapat untuk seketika menagih pelunasan

sekaligus atas seluruh sisa utang DEBITUR kepada BANK yang timbul dari Perjanjian Kredit ini atau

melakukan upaya-upaya hukum lain untuk menyelesaikan kredit, apabila ter.ladinya salah satu atau

beberapa keadaan dibawah ini:

a. DEBITUR wanprestasi, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12 Syarat & Ketentuan Perjanjian
Kredit ini.

b. Agunan telah musnah,

Apabila setelah mendapat peringatan dari BANK, DEBITUR tidak dapat melunasi seluruh sisa utang
pembayarannya dengan seketika dan sekaligus yang ditagih oleh BANK karena terjadinya hal-hal yang

disebutkan di dalam ayat (3) Pasal ini, maka BANK berhak memerintahkan kepada DEBITUR, dan

DEBITUR mengakui hak BANK tersebut serta bersedia dan setuju untuk mengosongkan Rumah

beserta tanah yang dijadikan Agunan kepada BANK, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak tanggal perintah BANK, tanpa syarat-syarat atau ganti rugi apapun juga,

Apabila DEBITUR ternyata tidak mengosongkan Agunan. dalam jangka waktu yang ditentukan dalam
ayat (4) pasal ini, maka DEBITUR menyadari sepenuhnya bahwa BANK berhak untuk meminta
bantuan pihak yang benvenang guna memastikan kepatuhan DEBITUR atas kewajiban dan janjinya

berdasarkan Perjanjian ini.

6. BANK dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan dan penyelesaian

kredit.

1. Apabila DEBITUR wanprestasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (1)Syarat & Ketentuan
Perjanjian Kredit ini dan/atau apabila DEBITUR tidak mengosongkan agunan dalam jangka waktu
sebagaimana disebutkan pada Pasal 15 ayat (4), maka setelah diberikan peringatan kepada DEBITUR
sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) Syarat & Ketentuan Perjanjian Kredit ini, BANK berhak,

dan DEBITUR mengakui dan menyetujui hak BANK, untuk mengambil tindakan-tindakan sebagai
berikut:

a, melaksanakan eksekusi terhadap Agunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

b. melaksanakan penjualan terhadap Agunan berdasarkan Kuasa Menjual yang dibuat dan

ditandatangani oleh DEBITUR,

c. mencarikan debitur baru untuk mengambil alih utang DEBITUR, dan untuk tindakan ini DEBITUR
berjanji dan setuju untuk mengalihkan serta menandatangani peryanjian terkait dengan t
pengalihan, utang DEBITUR kepada pihak yang telah disetujui oleh BANK.
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2. Demikian juga apabila DEBITUR karena tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar
angsuran guna melunasi kembali kredit dan atas dasar itu DEBITUR berjanji dan setuju
menyerahkan Agunan kredit kepada BANK, BANK berhak melaksanakan tindakan-tindakan pada ayat
(1) Pasal ini.

Apabila berdasarkan Pasal ini, BANK menggunakan haknya untuk menagih pelunasan sekaligus utang

DEBITUR dan DEBITUR tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar pelunasan tersebut
walaupun telah mendapat peringatan-peringatan dari BANK, maka BANK berhak untuk setiap saat
melaksanakan hak eksekusinya dan atas penjualan agunan yang diserahkan DEBITUR kepada BANK
menurut cara dan dengan harga yang dianggap baik oleh BANK termasuk dan tidak terkecuali BANK
berhak sepenuhnya mengambil dengan cara mencarikan debitur baru untuk mengambil alih utang

DEBITUR.

Hasil eksekusi dan atau penjualan Agunan tersebut dalam Pasal ini, diutamakan untuk melunasi
seluruh sisa utang DEBITUR kepada BANK, termasuk semua biaya yang telah dikeluarkan BANK
guna melaksanakan penjualan atau eksekusi Agunan dan apabila masih ada sisanya, maka jumlah

sisa tersebut akan dibayarkan kepada DEBITUR.

Apabila dari hasil penjualan atau eksekusi Agunan kredit sebagaimana tersebut pada ayat (4) di atas
jumlahnya belum mencukupi untuk melunasi seluruh utang DEBITUR kepada BANK, maka sesuai
dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, DEBITUR mengakui dan menyetujui hak BANK
untuk mengambil pelunasan atas sisa utang tersebut dari penjualan barang-barang lain milik DEBITUR
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

DEBITUR mengakui dan menyetujui hak sepenuhnya dari BANK untuk mengalihkan piutang (cessle)

dan atau tagihan BANK terhadap DEBiTUR yang timbul dari Peqanjian Kredit berikut semua janji-janji

yang mengikutinya, termasuk hak-hak atas Agunan kredit kepada pihak lain sesuai dengan
pertimbangan BANK sendiri, setiap saat apabila diperlukan oleh BANK,

Untuk pelaksanaan ayat (1) Pasal ini, DEBITUR mengakui dan menyetujui tindakan BANK
memberikan data pribadi DEBITUR dan informasi lain terkait dengan fasilitas Kredit yang diperlukan
oleh pihak lain yang menerima penyerahan piutang (cessie).

Apabila BANK melaksanakan penyerahan piutang (cessle) kepada pihak lain sebagaimana dimaksud
pada pada ayat (1) Pasal ini, BANK akan memberitahukan t<epada DEBITUR, sehingga apabila
kemudian pihak yang menerima penyerahan piutang (menerima cessie) menjalankan haknya sebagai
kreditur, maka hal demikian sudah dapat dinyatakan sepenuhnya semata-mata berdasarkan perjanjian
yang dibuat antara BANK dengan pihak yang menerima penyerahan piutang dan adanya pengalihan
piutang ini tidak mempengaruhi sama sekali pelaksanaan kewajiban DEBITUR sesuai dengan
Perjanjian Kredit

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasai ini tidak diperiukan apabila dengan
pelaksanaan penyerahan piutang (cessie) tidak berdampak pada mekanisme pembayaran kewajiban
DEBITUR.

Perlanjian Kredit berlaku efektif dan mengikat kedua belah pihak segera setelah ditandatangani oleh
BANK dan DEBITUR. DEBITUR menegaskan bahwa penandatanganan oleh DEBITUR atas Perlanjian
Kredit dilakukan setelah DEBITUR membaca dan memahami isi Peryanjian Kredit beserta Syarat &
Ketentuan Perjanjian Kredit. t

Dalam hal DEBITUR telah melunasi seluruh utangnya, BANK akan mengeluarkan surat pernyataan

lunas untuk keperluan roya hak tanggungan dan/atau roya agunan fidusia. Biaya roya tersebut menjadi
beban DEBITUR.

4.

2.

4.

1.

2.
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3,

4.

5.

Bila DEBITUR meninggal dunia, hak dan kewajibannya beralih kepada ahli waris kecuali ada wasiat

tersendiri dari DEBITUR.

Bila DEBITUR berhalangan hadir untuk pengambilan surat-surat dan atau dokumen-dokumen

sebagaimana yang disebut Pasal 10 ayat (5), pengambilan surat-surat dan atau dokumen'dokumen

tersebut dapat dilakukan oleh orang lain dengan berdasarkan surat kuasa Notariil dari DEBITUR.

Dalam hal DEBITUR meninggal dunia, pengambilan surat-surat atau dokumen-dokumen sebagaimana

yang disebut Pasal 10 ayatiS)Oapatdilakukan oleh ahliwaris berdasarkan adanya:

a. Surat keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Ahli Waris yang bersangkutan sendiri, yang

disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat dan Desa & Kecamatan tempat tinggal almarhum

bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat;

b. Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris, bagi mereka yang berlaku Hukum Waris

KUH Perdata/BW;atau

c. Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan, bagi mereka yang berlaku

Hukum Waris lainnya, misalnya Warga Negara lndonesia keturunan lndia.

Pengambilan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini dalam hal DEBITUR

meninggal dunia atau melalui kuasa, BANK berhak meminta persyaratan lain sesuai dengan

pertimbangan yang dianggap perlu oleh BANK.

Dalam hal DEBITUR telah melunasi seluruh utangnya, BANK akan memberikan pemberitahuan

kepada DEB|TURdengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan ayal(2) bagian ll Perjanjian

ini bahwa utang DEBITUR telah lunas dan dokumen kredit telah dapat diambil oleh DEBITUR,

Apabila DEBITUR tidak melakukan pengambilan dokumen kredit sementara utang debitur telah lunas,

maka DEBITUR akan dikenakan service charge yang besarannya akan diberitahukan melalui sarana

apapun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas dokumen kredit yang disimpan oleh BANK.

BANK berhak menolak untuk menyerahkan dokumen kredit apabila DEBITUR belum / tidak melunasi

kewajiban membayar seruice charge.

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit, maka baik mengenai pelaksanaannya maupun mengenai

penafsirannya berlaku sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di

lndonesia,

Mengenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal hukum

(domisili) yang tetap dan pasti di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat Kantor Cabang PT

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang mewakili penandatanganan Perjanjian Kredit berdomisili.

b.

7.

8,

9.

Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh ?emberian r,,,, r.,,tli?f'l 
1813 KUHPerdata

DEBTTUR datam ranska perjanjian k"9it,ryy,!:lT lil j:::::;:ffi:inffi';IilXfifi'ffi1::il,penerimakuasa;
satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ,iii, i",i,"-*rnggarnya,pensampuanataupailitnya,baikpemberi

Kredit dan tidak dapat ditarik kembali karena sebab- kuasamaupunpenerimakuasa'
Pasal 1814 KUHPerdata

sebab apapun juga yang dapat mengakhiri_atau k*.:ffi"1flIf,:f*,[*1]l:;XffnT,;"5\lti,f:::T**Tjffii:*'
menafik kuasa terutama yang dimaksud dalam Pasal Pasal18"16 KUHPerdata

1813, 1814, dan 1816 Kitab-Undang-undang Hukum lT::"*'"'ffdffXTfif,?ffiYx'f i#i]-fflJ*"ili:"]dT,',il:
pgrdata sampai dengan krgdit lunal oan dratlun ilTi:;"i'"'hari 

diberitahukamvapensanskatanitukepadaoransvansdisbut

mengikatkan serta mewajibkan diri untuk tidak

membuat surat-surat kuasa dan atau janji-janji yang sifat dan atau isinya serupa kepada pihak lain, selain

kepada BANK.
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3. DEBITUR dikenakan sanksi administratif danlatau sanksi pidana apabila melanggar ketentuan

peraturan perundang-undangan Republik lndonesia.

Jika suatu ketentuan dan/atau syarat dalam Perjanjian Kredit ini dinyatakan atau menjacii tidak sah,

tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan, baik sebagian atau seluruhnya, maka ketidakabsahan,

ketidakberlakuan, atau tidak dapat dilakukannya tersebut hanya berlaku terhadap ketentuan dan/atau

syarat tersebut atau bagian dari ketentuan dan/atau syarat tersebut, dan bagian lain dari ketentuan

dan/atau syarat tersebut serta ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat lain dari Perjanjian Kredit ini

tidak terpengaruh atau terganggu dan karenanya tetap berlaku secara sah. Dalam hal demikian, Para

Pihak akan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat agar ketentuan

dan/atau syarat yang tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan tersebut menjadi sah,

berlaku, atau dapat dilaksanakan, atau untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan danlatau syarat-

syarat baru yang mengembalikan Perjanjian Kredit sedekat mungkin dengan keinginan/kehendak atau

tujuan Para Pihak dengan ketentuan yang semula.

Dalam hal DEBITUR menyampaikan pernyataan yang tidak benar maka DEBITUR bersedia

melaksanakan langkah-langkah yang ditetapkan oleh BANK dalam rangka pemenuhan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Kredit, Para Pihak dengan ini secara tegas

mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 prsart2*6KUHperdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam

pUtUSan pengadilan disyafatkan UntUk pengakhifan SUatU p-ersetuiuan vang timbal balik' andaikata salah

perlanjian. 
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demi hukum, tetapi pembatalan harus

dimintakan kepada Pengadilan.
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